SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang :

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



10.

11.

12.

13.

14.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan  Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6),
sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri
Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8,



28.

29.

30.

31.

32.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2011
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19
Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun
2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kediri Nomor 74);

Peraturan Daerah Kota Kediri 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran
Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 3) Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 60);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2018 (Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 55);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri



(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 23);
33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Kediri Tahun 2016 Nomor 43);

34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 46);

35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019
Nomor 21);

36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Neraca;



d. Laporan operasional;
e. Laporan arus kas;
f. Laporan perubahan ekuitas; dan
g. Catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan

daerah.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

sebagai berikut:

a. Pendapatan ............c.oooiill Rp. 1.283.093.769.233,74
b. Belanja .....cccooiiiiiiiiininne. Rp. 1.207.691.610.980,16
SUIPIUS e Rp. 75.402.158.253,58
c. Pembiayaan :
-  Penerimaan................... Rp. 267.341.428.526,01
- Pengeluaran ................. Rp. 0,00
Pembiayaan netto ........c.cooeiiiiiiiiiiiinn, Rp. 267.341.428.526,01
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SiLPA)....cccviiiiiiiiiiiiiiiiiii e Rp. 342.743.586.779,59
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp75.528.364.328,23 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.207.565.404.905,51
2. Realisasi Rp 1.283.093.769.233,74
Selisih lebih sebesar Rp 75.528.364.328,23
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp267.213.322.551,36 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.474.904.933.531,52
2. Realisasi Rp 1.207.691.610.980,16
Selisih kurang sebesar Rp (267.213.322.551,36)



c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp342.741.686.879,59

dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit setelah perubahan Rp 267.339.528.626,01
2. Realisasi Rp 75.402.158.253,58
Selisih lebih sebesar Rp. 342.741.686.879,59

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp1.899.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 267.339.528.626,01
2. Realisasi Rp 267.341.428.526,01
Selisih lebih sebesar Rp 1.899.900,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 0,00
2. Realisasi Rp 0,00
Selisih lebih /kurang sebesar Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp1.899.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp 267.339.528.626,01
2. Realisasi Rp 267.341.428.526,01
Selisih lebih sebesar Rp 1.899.900,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 huruf b sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal Rp 267.339.528.626,01
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan
pembiayaan tahun berjalan Rp 267.341.428.526,01
Jumlah Rp (1.899.900,00)
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp 342.743.586.779,59
Jumlah Rp 342.741.686.879,59

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya Rp 1.899.900,00



e. Lain-lain

Saldo anggaran lebih akhir

Pasal 5

Rp

0,00

Rp

342.743.586.779,59

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c¢ per 31 Desember

tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah aset

b. Jumlah kewajiban

c. Jumlah ekuitas

Pasal 6

Rp 3.124.238.802.109,33

Rp

19.797.650.145,23

Rp 3.104.441.151.964,10

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.

Surplus operasi :

Pendapatan LO

Beban

Surplus dari operasi

Defisit dari kegiatan non operasional :
- Surplus non operasional

- Defisit non operasional

Defisit dari kegiatan non operasional :
Defisit dari pos luar biasa:

- Beban Luar Biasa

Surplus LO

Pasal 7

Rp 1.275.400.180.638,05
Rp 1.206.250.406.249,42

Rp. 69.149.774.388,63
Rp 0,00
Rp 2.936.142.216,00
Rp  (2.936.142.216,00)
Rp (20.922.500,00)
Rp  66.192.709.672,63

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.
b.
C.

d.

€.

Saldo kas awal per 1 Januari 2020

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan
Arus kas dari aktivitas pembiayaan

Arus kas dari aktivitas non anggaran

Saldo kas akhir per 31 Desember 2020

10

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

267.342.825.986,01
173.485.446.250,48
(98.083.287.996,90)
0,00

(1.397.460,00)

Rp

342.743.586.779,59



Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai

berikut:

a. Ekuitas awal

Rp 3.021.726.197.727,81

b. Surplus/defisit LO Rp 66.192.709.672,63

c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/

kesalahan mendasar

- Koreksi nilai persediaan Rp 0,00
- Koreksi ekuitas lainnya Rp 16.522.244.563,66

d. Ekuitas akhir

Rp 3.104.441.151.964,10

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf

g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos

laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran [.4

Lampiran 1.5

Lampiran 1.6

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintah daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan,;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;

11



Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran [.10 :

Lampiran .11 :

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya,;

Daftar dana cadangan; dan

Daftar pinjaman daerah.

b. Lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran lebih.
c. Lampiran III Neraca.

d. Lampiran IV Laporan operasional.

e. Lampiran V Laporan arus kas.

f. Lampiran VI Laporan perubahan ekuitas.

g. Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari

Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari:

a. LampiranVIIL.1:

b. Lampiran VIII.2:

Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah
pendapatan, beban dan laba (rugi) bersih;
Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah aktiva,

kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Walikota Kediri menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020.
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Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 5 Agustus 2021

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 103-1 / 2021

| } Al
Wata Tingkat I
~ 19760810 200604 1 022
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